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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya buku yang 

berjudul Pengantar Administrasi Publik ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan 

bahan bacaan yang dapat memberikan pemahaman dasar mengenai 

konsep, teori, serta perkembangan administrasi publik sebagai salah 

satu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang terus 

mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan 

masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan 

dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks negara modern, 

administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan 

pengelolaan organisasi pemerintahan semata, tetapi juga sebagai 

proses yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik, 

pelaksanaan program-program pemerintah, serta penyediaan 

pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

administrasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta 

partisipasi masyarakat. 

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pengantar 

dan pemahaman dasar mengenai administrasi publik bagi para 

pembaca, khususnya mahasiswa yang mempelajari ilmu administrasi 

negara atau administrasi publik. Selain itu, buku ini juga diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi para praktisi pemerintahan, aparatur 

negara, maupun masyarakat umum yang memiliki minat terhadap 

kajian administrasi publik. Dalam buku ini dibahas berbagai pokok 
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bahasan penting yang berkaitan dengan administrasi publik, antara 

lain konsep dasar administrasi publik, ruang lingkup dan 

perkembangan administrasi publik, pergeseran paradigma dalam 

ilmu administrasi publik, fungsi-fungsi administrasi publik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, serta pembahasan mengenai etika 

dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam praktik administrasi 

publik. 

Pembahasan mengenai etika administrasi publik dalam buku ini 

menjadi salah satu bagian penting, mengingat dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan seringkali muncul berbagai persoalan 

yang berkaitan dengan moralitas, integritas, serta tanggung jawab 

aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai etika birokrasi, etika pelayanan publik, serta 

integritas aparatur negara menjadi sangat penting dalam upaya 

mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi 

pada kepentingan masyarakat. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki 

berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman pembahasan maupun 

kelengkapan materi yang disajikan. Hal ini tidak terlepas dari 

keterbatasan penulis dalam menguraikan seluruh aspek administrasi 

publik yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan 

guna penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap semoga buku Pengantar Administrasi 

Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, serta 

dapat menjadi salah satu referensi yang berguna bagi mahasiswa, 

akademisi, dan praktisi pemerintahan dalam memahami konsep dan 

praktik administrasi publik secara lebih komprehensif. 

Penulis  
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KONSEP DASAR 
ADMINISTRASI PUBLIK 

 

 

 

 

A. ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI SCIENCE (ILMU 

PENGETAHUAN) 

Perkembangan administrasi publik sebagai ilmu pengetahuan 

tidak terlepas dari kontribusi para ilmuwan yang berusaha 

menjelaskan bagaimana pemerintahan dapat diselenggarakan secara 

efektif dan efisien. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan 

administrasi publik adalah Woodrow Wilson, yang melalui tulisannya 

The Study of Administration pada tahun 1887 dianggap sebagai pelopor 

lahirnya studi administrasi publik sebagai disiplin ilmiah. Wilson 

menegaskan bahwa administrasi publik perlu dipelajari secara ilmiah 

agar pemerintahan dapat dijalankan secara lebih profesional dan 

efisien (Wilson, 1887). 

Sebagai suatu ilmu pengetahuan, administrasi publik memiliki 

objek kajian yang jelas, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pengelolaan berbagai kepentingan publik. Kajian tersebut 

mencakup berbagai aspek seperti organisasi pemerintahan, 

manajemen publik, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, 

serta pelaksanaan kebijakan publik. 

Selain memiliki objek kajian, administrasi publik juga 

menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis dalam mempelajari 

berbagai fenomena pemerintahan. Para ilmuwan administrasi publik 
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menggunakan berbagai metode penelitian, baik metode kualitatif 

maupun kuantitatif, untuk memahami bagaimana organisasi publik 

bekerja serta bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan 

dilaksanakan secara efektif (Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015). 

Perkembangan administrasi publik sebagai ilmu juga dipengaruhi 

oleh pemikiran Max Weber mengenai birokrasi. Weber menjelaskan 

bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi yang rasional dan 

efisien yang didasarkan pada pembagian kerja yang jelas, sistem 

hierarki, aturan yang formal, serta profesionalisme aparatur 

pemerintah. Konsep birokrasi rasional ini menjadi salah satu dasar 

penting dalam pengembangan administrasi publik modern (Weber, 

1947). 

Selain itu, Luther Gulick juga memberikan kontribusi penting 

dalam pengembangan ilmu administrasi melalui konsep POSDCORB, 

yaitu singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Konsep ini menjelaskan 

fungsi-fungsi utama dalam kegiatan administrasi yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan organisasi 

pemerintahan (Gulick & Urwick, 1937). 

Dengan adanya objek kajian yang jelas, pendekatan ilmiah yang 

sistematis, serta berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli, 

administrasi publik dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu 

pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu ini mempelajari bagaimana 

proses kerja sama manusia dalam organisasi pemerintahan dapat 

dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama, 

yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, peranan 

administrasi publik menjadi semakin penting. Kemampuan 

pemerintah dalam mengelola organisasi publik, merumuskan 

kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat 
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menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik tidak hanya 

dipahami sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga 

sebagai disiplin ilmu yang memberikan landasan teoritis dan 

metodologis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

 

 

B. ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS 

Dalam kajian ilmu administrasi dikenal dua bidang utama, yaitu 

administrasi publik (public administration) dan administrasi bisnis 

(business administration). Kedua bidang tersebut memiliki persamaan 

dalam hal penggunaan prinsip-prinsip manajemen dan organisasi, 

namun berbeda dalam hal tujuan, orientasi kegiatan, serta lingkungan 

operasionalnya. 

Administrasi publik berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pengelolaan kepentingan masyarakat luas. 

Kegiatan administrasi publik umumnya dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta melaksanakan kebijakan publik. Oleh karena itu, 

orientasi utama administrasi publik adalah pelayanan kepada 

masyarakat (public service) dan pencapaian kesejahteraan umum 

(Denhardt & Denhardt, 2015). 

Sebaliknya, administrasi bisnis berkaitan dengan pengelolaan 

organisasi usaha yang bergerak dalam bidang produksi maupun jasa. 

Kegiatan administrasi bisnis biasanya dilakukan oleh perusahaan 

swasta yang berorientasi pada kegiatan ekonomi dan bertujuan 

memperoleh keuntungan. Dengan demikian, administrasi bisnis pada 

umumnya memiliki orientasi profit (keuntungan) sebagai salah satu 

tujuan utama organisasi (Robbins & Coulter, 2016). 
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Meskipun memiliki perbedaan dalam orientasi dan tujuan, 

administrasi publik dan administrasi bisnis memiliki sejumlah 

kesamaan. Keduanya sama-sama mempelajari proses kerja sama 

manusia dalam organisasi, termasuk kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Rosenbloom, Kravchuk, & 

Clerkin, 2015). 

Dalam perkembangan administrasi modern, hubungan antara 

sektor publik dan sektor bisnis semakin erat. Hal ini terlihat dari 

munculnya berbagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan sektor 

swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun 

pembangunan ekonomi. Bentuk kerja sama tersebut sering disebut 

sebagai kemitraan antara sektor publik dan sektor privat (public–

private partnership). 

Salah satu contoh bentuk organisasi yang memadukan 

karakteristik administrasi publik dan administrasi bisnis adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Organisasi-organisasi tersebut berada dalam lingkup pemerintahan, 

namun dalam operasionalnya menjalankan kegiatan usaha yang juga 

memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas sebagaimana 

organisasi bisnis. Meskipun demikian, tujuan akhirnya tetap 

diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

mendukung pembangunan nasional. 

Para ahli administrasi publik menekankan bahwa sektor publik 

dan sektor privat memiliki paradigma yang berbeda, namun 

keduanya tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan modern, kedua sektor tersebut sering 

kali saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan bahkan saling 

melengkapi satu sama lain dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat (Osborne, 2010). 
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Dengan demikian, hubungan antara administrasi publik dan 

administrasi bisnis sebaiknya tidak dipandang sebagai dua bidang 

yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sistem administrasi 

yang memiliki karakteristik berbeda tetapi dapat bekerja secara 

berdampingan. Kerja sama antara kedua sektor tersebut menjadi salah 

satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan serta mendorong pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

C. KONSEP PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

Istilah publik (public) merupakan salah satu konsep penting dalam 

kajian administrasi publik. Secara umum, kata publik merujuk pada 

masyarakat atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan 

bersama terhadap suatu hal tertentu. Dalam kehidupan sosial, istilah 

ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti pendapat publik 

(public opinion), kepentingan publik (public interest), dan pelayanan 

publik (public service). 

Dalam perspektif administrasi publik, istilah publik berkaitan erat 

dengan berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan masyarakat 

secara luas. Oleh karena itu, berbagai lembaga pemerintahan dan 

organisasi publik dibentuk untuk mengelola kepentingan tersebut 

melalui penyediaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan 

kebijakan publik (Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015). 

Konsep publik sering dipasangkan dengan istilah privat. Dalam 

pengertian umum, publik merujuk pada hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara luas dan biasanya berada 

dalam lingkup pemerintahan, sedangkan privat berkaitan dengan 

aktivitas individu atau organisasi yang berada di luar lingkup 
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pemerintah, seperti perusahaan swasta atau kegiatan usaha (Denhardt 

& Denhardt, 2015). 

Secara etimologis, istilah publik berasal dari bahasa Latin publicus, 

yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau 

komunitas secara keseluruhan. Dalam pengertian ini, publik tidak 

hanya menunjuk pada sekumpulan individu, tetapi juga pada suatu 

sistem sosial yang terorganisasi yang memiliki kepentingan bersama 

(Sutherland, 1978). 

Waldo menjelaskan bahwa publik mencakup berbagai lembaga 

dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan suatu kelompok 

masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial. Setiap kelompok 

masyarakat memiliki identitas, nilai, norma, serta cara tersendiri 

dalam mengatur kehidupan bersama dan menyelesaikan berbagai 

persoalan sosial yang dihadapi (Waldo, 1984). 

Dalam perspektif ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan 

psikologi massa, publik dipahami sebagai suatu komunitas atau 

kelompok masyarakat yang terorganisasi yang memiliki perhatian, 

kepentingan, serta tujuan yang relatif sama terhadap suatu objek atau 

permasalahan tertentu. Komunitas tersebut biasanya memiliki 

identitas sosial, budaya, nilai, serta norma yang menjadi pedoman 

dalam kehidupan bersama. 

Dengan demikian, dalam konteks administrasi publik, konsep 

publik merujuk pada sekelompok masyarakat yang memiliki 

kepentingan bersama dan menjadi sasaran utama dari kebijakan 

pemerintah serta pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. 

Oleh karena itu, administrasi publik pada dasarnya merupakan proses 

pengelolaan berbagai urusan yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat secara luas. 

Pemahaman terhadap konsep publik menjadi sangat penting 

dalam studi administrasi publik karena seluruh kegiatan 
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pemerintahan pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan 

administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan 

pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada 

kepentingan umum. 

 

 

D. URGENSI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

 Administrasi publik memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 

Melalui administrasi publik, berbagai kebijakan pemerintah dapat 

dilaksanakan secara teratur, sistematis, dan terarah sehingga tujuan 

negara dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Pentingnya administrasi publik dapat dilihat dari berbagai 

pandangan para ahli yang menekankan bahwa keberhasilan suatu 

negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sistem 

administrasi pemerintahan. Tanpa adanya sistem administrasi yang 

baik, berbagai kebijakan dan program pemerintah tidak akan dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

Charles A. Beard menyatakan bahwa tidak ada aspek yang lebih 

penting bagi kehidupan masyarakat modern selain administrasi. 

Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan yang beradab bahkan 

kelangsungan peradaban manusia sangat bergantung pada 

kemampuan dalam mengembangkan sistem administrasi yang 

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat modern 

(Siagian, 1992). 
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Pandangan yang hampir serupa dikemukakan oleh Prajudi 

Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa keberhasilan seseorang atau 

suatu organisasi tidak dapat dicapai hanya melalui usaha individu 

semata. Keberhasilan tersebut memerlukan kemampuan untuk 

bekerja sama dengan orang lain melalui organisasi, manajemen, dan 

tata usaha yang baik. Ketiga unsur tersebut merupakan bagian penting 

dari ilmu administrasi (Atmosudirdjo, 1975). 

Selanjutnya, S. P. Siagian menyatakan bahwa era modern dapat 

disebut sebagai “abad administrasi”, karena hampir seluruh 

keputusan yang diambil dalam berbagai bidang kehidupan—baik 

politik, ekonomi, sosial, maupun budaya—hanya akan memiliki arti 

apabila keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien melalui sistem administrasi yang baik (Siagian, 1992). 

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa 

administrasi publik memiliki peranan yang sangat penting dalam 

setiap bentuk kerja sama manusia. Baik dalam organisasi yang 

sederhana maupun dalam kegiatan yang berskala besar dan kompleks 

seperti pembangunan nasional, keberhasilan suatu kegiatan sangat 

bergantung pada kemampuan dalam mengelola administrasi secara 

efektif dan efisien. 

Dengan demikian, administrasi publik berfungsi sebagai sarana 

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

kebijakan publik, serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat. 

Melalui sistem administrasi publik yang baik, pemerintah dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, administrasi publik juga memiliki peranan penting 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam konteks ini, administrasi publik menjadi instrumen 

utama yang memungkinkan pemerintah menjalankan prinsip-prinsip 
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transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi masyarakat 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui sistem 

administrasi yang baik, pemerintah dapat mengelola sumber daya 

publik secara bertanggung jawab serta memastikan bahwa setiap 

kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

Di samping itu, administrasi publik juga berfungsi sebagai sarana 

untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan yang 

melibatkan banyak lembaga dan sektor. Dalam masyarakat modern 

yang kompleks, pelaksanaan program pembangunan sering 

melibatkan berbagai institusi pemerintah, organisasi masyarakat, serta 

sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem administrasi 

yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut agar 

tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan 

(Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015). 

Lebih jauh lagi, administrasi publik berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki 

tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, 

merata, dan berkualitas. Melalui penerapan prinsip-prinsip 

administrasi yang baik, seperti efisiensi, profesionalisme, dan 

responsivitas, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dapat semakin meningkat sehingga mampu mendukung 

terciptanya kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Denhardt & 

Denhardt, 2015). 
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BAB II  
LANDASAN KONSEPTUAL 
DAN RUANG LINGKUP 
ADMINISTRASI PUBLIK 

 

 

 

 

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK 

 Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Inggris 

administration. Kata tersebut merupakan bentuk turunan dari kata 

kerja to administer, yang berarti mengelola, mengarahkan, mengatur, 

atau melayani. Dalam Webster’s New World Dictionary dijelaskan 

bahwa kata administer berasal dari gabungan kata ad yang berarti 

“kepada” dan ministrare yang berarti “melayani” atau “membantu”. 

Dengan demikian, secara etimologis administrasi dapat dimaknai 

sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk melayani, 

membantu, mengarahkan, dan mengatur berbagai aktivitas guna 

mencapai tujuan tertentu. 

Dalam perkembangan ilmu administrasi, administrasi dipahami 

sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari proses kerja sama antara 

manusia dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. Dalam praktiknya, kegiatan administrasi meliputi berbagai 

proses seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penyusunan tenaga kerja (staffing), pengarahan (directing), dan 

pengawasan (controlling). Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara 

sistematis dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. 

Administrasi dapat dipahami dari dua sudut pandang utama, 

yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. 

Pemahaman ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari istilah 

administrasi sering digunakan dengan makna yang berbeda-beda. 

Dalam arti sempit, administrasi sering diidentikkan dengan 

kegiatan tata usaha atau pekerjaan perkantoran. Pengertian ini berasal 

dari istilah bahasa Belanda administratie yang merujuk pada kegiatan 

pencatatan, pengarsipan, surat-menyurat, pembukuan sederhana, 

pengetikan, serta berbagai kegiatan teknis yang berkaitan dengan 

pengelolaan dokumen dan informasi dalam suatu organisasi. Dalam 

bahasa Inggris kegiatan tersebut dikenal dengan istilah clerical work. 

Soewarno Handayaningrat (1985) menjelaskan bahwa 

administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan yang berkaitan 

dengan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, 

penyusunan agenda, serta berbagai kegiatan teknis ketatausahaan 

lainnya yang umumnya dilakukan dalam lingkungan perkantoran. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang 

diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Prajudi Atmosudirdjo (1975) juga membedakan administrasi 

dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Menurutnya, 

administrasi dalam arti sempit berkaitan dengan kegiatan 

pengumpulan, pencatatan, serta pengolahan data atau informasi 

secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai keadaan suatu organisasi beserta hubungan antarunsurnya. 

Pengertian administrasi sebagai tata usaha ini cukup lama 

berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan 

pengaruh dari penggunaan istilah Belanda administratie pada masa 

kolonial yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi “administrasi”. Akibatnya, dalam pemahaman sehari-hari 
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